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ABSTRAK 

 

SUHELVI TOGANTI, NPM : 91611403161054, Judul Skripsi:  “Tinjauan Yuridis 

Tentang Hak Pensiun Janda Atau Duda Pegawai Negeri Sipil”, Dosen Pembimbing : 

MOH. IRFAN LATOWALE dan DARMI L. PENYAMI.    

       Alasan memilih judul dilatarbelakangi oleh suatu realitas persyaratan dan pengajuan 

permintaan untuk memperoleh hak pensiun janda atau duda pegawai negeri sipil yang 

masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

       Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : 1). Bagaimanakah pengaturan 

persyaratan dan tatacara memperoleh hak pensiun bagi janda atau duda pegawai negeri 

sipil? 2). Bagaimanakah pengaturan pembatasan dan hapusnya hak pensiun bagi janda 

atau duda pegawai negeri sipil ? Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan 

menjelaskan pengaturan persyaratan dan tatacara untuk memperoleh hak pensiun bagi 

janda atau duda pegawai negeri sipil; 2) Untuk mengetahui menjelaskan pengaturan 

pembatasan dan hapusnya hak pensiun bagi janda atau duda pegawai negeri sipil. 

       Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, 

dengan pendekatan perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach), pendekatan kasus, yang didukung dengan cara pengamatan dan 

pengalaman penulis di bidang pengurusan hak pensiun. 

       Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa persyaratan dan tatacara 

memperoleh hak pensiun janda atau duda pegawai negeri sipil meliputi, keabsahan 

perkawinan pegawai negeri sipil, pemberitahuan perkawinan, pendaftaran isteri atau 

suami pegawai negeri sipil untuk penerbitan Kartu Isteri atau Kartu Suami, Akta 

Kematian atau Surat Keterangan Kematian pegawai negeri sipil, dan janda atau duda 

pegawai negeri sipil diwajibkan mengajukan surat permintaan untuk memperoleh hak 

pensiun dengan melampirkan persyaratan-persyaratan teknis yang meliputi, Surat 

Keterangan Kematian, Surat Nikah, Daftar Susunan Keluarga, dan SK pangkat dan gaji 

terakhir pegawai negeri sipil. Pembatasan hak pensiun bagi janda atau duda pegawai 

negeri sipil atau dihentikan apabila janda atau duda pegawai negeri sipil menikah lagi, 

tetapi khusus bagi janda dalam hal perkawinan berikutnya itu terputus, maka kepada 

janda yang bersangkutan diberikan kembali hak pensiunnya. Dalam hal janda atau 

pegawai negeri sipil selama menerima hak pensiunnya ternyata tidak memenuhi 

persyaratan lagi, maka surat keputusan tentang pemberian hak pensiunnya dibatalkan 

atau dicabut oleh pejabat yang berwenang. 

       Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun 

Janda/Duda Pegawai yang masih berlaku hingga sekarang ini, disarankan untuk ditinjau 

dan direvisi karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan kepegawaian 

sekarang ini sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipil Negara. 

 

 

 

 

 

 

 

 


